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BAB1I

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang diangap sebagai
kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan
tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma
sosial lainnya. Dimana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat
yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi adalah masalah vang banyak
sangkut pautnya dan tidak teﬁtu ujung pangkalnya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang
Indonesia belum bisa lepas dari wabah korupsi ini, walaupun telah banvak peraturan
dan undang-undang vang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat
kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat
yaitu Undang-undang No. 74 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957
tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti lagt Pengusutan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupst. Kemudian diganti lagi dengan Undang-undang
No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua Undang-
undang ini tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga
dikeluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mengatasi kekurang-efektifan
undang-undang yang lama vaitu Undang-Undang No. 31 Tf:lhun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-

[UNIMERSITAS MEDAN'AREA ntang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
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terhadap berbagai sumber bacaan. vaitu buku-buku. majalah hukum, pendapat para

sarjana dan juga bahan-bahan kulizh.

R

Field Research (Penelitian Lapangan). vaitu dengan melakukan ke lapangan,

dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri

Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran 1s1 dalam menyusun skripsi ini,

Penulis membaginya dalam lima bab. yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub

bab, yang antara lain :

BAB I

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan
it vang berisikan  Pengertian dan Pencgasan Judul, Alasan Pemilihan
Judul. Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode
Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab i akan diuratkan tentang : Pengertian Tindak Pidana
Korupst. Jenis-Jenis Perbuatan Korupst dan Unsur-Unsurnya serta
Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

TINJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI MENURUT U NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGKAN

UNIVERSITAS MEDXNAREA 1P
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terhadap berbagai sumber baczan. vaitu buku-buku. majalah hukum, pendapat para

sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

b

Field Research (Penelinan [apangan). vaitu dengan melakukan ke lapangan,

dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri

Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyvusun skripsi ini.

Penulis membaginya dalam lima bab. yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub

bab, yang antara lain :

BAB |

BAB I

BAB III

PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar dartpada pembahasan
int vang benisikan  Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan
Judul. Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode
Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

TINTJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab i akan diuratkan tentang : Pengertian Tindak Pidana
Korupsi. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsumya serta
Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

TINJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSE MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGKAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA 11"
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14

oleh aturan pidana dan pelakunva diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum
dan merugikan masvarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan vang bersitat melawan hukum dan merugikan masyarakat
belum tentu hal 1tu merupakan suatu tindak pidana yang diancam kepada pelakunya.

Untuk mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau
tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum
pidana positif). Bagi kita sekarang ini ketentuan-ketentuan hukum itu termuat dalam :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-undang/Peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan

hukum, pidana di luar KUHP.

Setelah menguratkan apa vang disebut sebagai tindak pidana. berikut ini penulis
menguraikan tentang pengertian korupst Kata korupsi berasal dan bahasa latin
corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula kata
asal corrmpere, suku kata Latin yang lebih tua. Darn bahasa Latin turun kebanyakan
bahasa Eropa seperti Inggris : corruption, corrupt; Perancis : Corruption dan Belanda:
Corruptie (korruptie). Dapat penulis memberanikan din bahwa kata itu turun ke
bahasa Indonesia : “korupsi”.

New World Dictionary of the American Language menjelaskan bahwa sejak
zbad pertengahan Inggris menggunakan kata corruption dan Perancis corruption yang
mengandung arti : |

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk
- Perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral
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Demikian uraian vag dibuat oleh Syah Hussein Alatas tentang ciri-ciri Korupsi.
Dalam hal n1 penulis akan membenkan tanggapan setelah menguraikan pula tentang
jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsurnva.

Dan perumusan vang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 dapat diikhtisarkan dapat enam jenis tindak pidana korupsi yaitu :
1. Tindak Pidana Korupsi Pokok (ayat a dan 1 b)
2. Tindak Pidana Korupsit KUHPidana (ayat 1-c)

Tindak Pidana Korupsi Umum bukan Pegawai Negeri (ayat 1-d)

(OS]

4. Tindak Pidana Korupsi karena Tidak Melapor (avat 1-¢)

o4

Tindak Pidana Korupsi Percobaan (avat 2)

6. Tindak Prdana Korupst Permufakatan (avat 2)

. Jenis Korupst Pertama

Selanjutnya sub (1) a : “Barang siapa dengan melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya din sendirt atau orang lain atau suatu badan vang secara
langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui
atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara”.
Unsur-unsurnya :
a Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
n Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
¢ Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau
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perekonomian negara atau patut disangka atau merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Rumusan sub (1) b : “Barang siapa dengan tujuan menguntungkan dir: sendini
atau orang lain atau badan lain, menyalahgunakan kewenangan. kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsumnya :

®

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan
atau kedudukan.

b. Ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau salah satu badan.

¢. Perbuatan langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

2. Jenis Korupsi Kedua

Rumusan sub (1) ¢ : “Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam
Pasal 209, 210, 287, 288, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan Pasal 435 KUH
Pidana. Unsur deliknya adalah melakukan perbuatan vang diancam dengan pasal-pasal
KUH Pidana sebagaimana tersebut butir rumusan sub (1) ¢ di atas.
3. Jenis Korupsi Ketiga

Rumusan sub (1) d : “Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai

negert seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan dan

UNIVERSITAS MERANAREAa jabatannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji

Document Accepted 1/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UniversitasAlgl e%%rl:%ﬁia(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

tiga kelompok :
a. Paksaan mengeluarkan uang
b. Sogokan

c. Nepotisme

C. Penyebab Timbulnya Korupsi

Menurut hemat penulis, sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk
penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah darn bangsa
vang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenamva vang
menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga
nantinya tindakan vang diambil tersebut merupakan tindak yang tepat.

Bila Kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnva vang
menyebabkan  timbulnva Korupsi ttu di negara kita int. Untuk itu penulis
memberantikan dirt untuk memberi jawaban,

Kemungkinan besar korupsi itu meraja lela di negara kita ini mungkin karena
rara pejabat terpaksa melakukan karena gaji yang tidak memenuhi untuk membiayai
weperfuan rumah tangga dan kemungkinan juga pejabat itu dengan sadar melakukan
worupst untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain agar dapat hidup mewah.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat dan merupakan bagian

Zalam proses-proses sosial dan begitu juga dengan proses-proses sosial dan begitu

1¢a dengan proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruht hubungan antara
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yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Oleh karena Pasal-
pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419. 420. 423, 425 dan 435 KUH Pidana
ditarik masuk menjadi delik korupst maka kalau ditilik perluasan pengertian pegawai
negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkupnya sangat
luas. Dikatakan memperluas, karena ada kata-kata ...” meliputi juga orang-orang™. ...
vang demiian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya
diperluas pengertiannya.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan
pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok
Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian vang
disebut itu sudah dicabut dan digantt dengan UU No 8 Tahun 1974. maka penjelasan
1tu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus
dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu UU No. 8 Tahun 1974

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK (Undang-
(Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah berlapis tiga, sebagat berkut :

I Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974
Pegawal Negert menurut Pasal 92 KUHP
3. Pegawat Negeri menurut Pasal 2 UUPTPK.

Jadi kalau perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal
2 UUPTPK tidak berlaku lagi bagi ketiga pasal tersebut di atas dan pasal-pasal lain
asal KUHP. maka ini berarti tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya

UNIVERSITASMERANAREAusan saja, vaitu Pasal 1 ayat (1) sub d. dan disitu pun
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dapat dipakati lagi. barang vang diperuntukkan akan menjadi tanda buku atau
keterangan bagi kekuasaan vang berhak atau surat akte, surat keterangan atau
daftar yang disimpannya karena pekerjaannya. atau membiarkan orang lain
menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat schingga tak
dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai
pembantu dalam hal 1ni, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam
bulan (Pasal 417 KUHP).
d. Pegawai negeri vang menerima hadiah atau perjanjian, sedang 1a tahu atau
patut menyangka, bahwa apa vang dihadiahkan atau dijanjikan itu
berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannva, atau vang
menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau benanji itu ada
berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukum penjara selama-
lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Pasal 418
KUHP).
e. Dengan hukuman penjara selama-lamanva lima tahun dihukum pegawai
negeri :
le. Yang menerima pembenan atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa
perjanjian atau pemberian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya
supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa
yang berlawanan dengan kewajibannva.

2e.  Yang menerima pemberian, sedang diketahuinva, bahwa pemberian itu
diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa vang
telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannva vang berlawanan
dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP).
f. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum :
le. Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian sedang diketahuinya,
bahwa pemberian atau perjanjian itu dapat diberikan kepadanya untuk
mempengaruht  keputusan sesuatu perkara yang diserahkan pada
pertimbangannya;

2e. Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk
sebagal pembicara atau penasehat untuk menghadin sidang pengadilan
yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah
atau peganjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi
pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan
oleh pengadilan itu.

3e. Jika pemberian atau perjanjian ttu diterima dengan keinsyafan, bahwa
pemberian atau perjanjian itu dibertkan kepadanya supaya
mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka si
tersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun (Pasal 420
KUHP).

g Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau
orang latn dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-

UNIVERSITAS MERANIARES kuasaannya, supaya memberikan sesuatu. melakukan

Document Accepted 1/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UniversitasAlgl e%%rl:%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universna%@c%%@%ﬁ?(repository.uma.ac.id) 1/8/24



Kesatria Purba - Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan....

a. Pasal 209 KUHP
(1) Dihukum penjara selama-lamanva dua tahun delapan bulan atau denda sebanvak-
banyaknya Rp. 4.500,-
le. Barang siapa memberni hadiah atau perjanjian kepada seseorang pegawai negeri
dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya i1a berbuat
atau mengapalkan sesuatu apa yang bertentangan dengan kewajibannya.
2e. Barang siapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negern oleh sebab atau
perhubungan dengan pegawai neger itu sudah membuat atau mengapalkan
sesuatu apa yang dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.
(2) Dapat dyatuhkan hukuman mencabut haknva tersebut dalam Pasal 35 KUHP
Nomor 1-4.
b. Pasal 210 KUHP
(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
le. Barang siapa membert hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud
untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan
kepada pertimbangannya.
2e. Barang siapa memebn hadiah atau perjanjian kepada seseorang menurut
peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi penasehat untuk
menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempe;lgaruhi nasehat atau

pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim meliputi:

a. Pengaturan vonis.
b. Komposist majelis hakim.
¢. Menggunakan perantara seperti jaksa, pengacara maupun calo.

2. Sankst hukum terhadap hakim vang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi dan juga sanksi vang
berhubungan dengan jabatannva, batk itu pemberhentian maupun teguran
Pengawasan terhadap hakim dalam kaitannva dengan tindak pidana Korupsi
secara formal dilakukan melalut Komisi Yudisial. Dan secara non formal dapat
dilakukan oleh masyarakat melalut peninjauan terhadap putusan-putusan vang

dyatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara.

B. Saran
. Menyadari ancaman tindak pidana korupsi sebagai kejahatan sertus yang dapat
mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perckonomian serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya

pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalut langkah-langkah

konseptual, sporadis, dan menyentuh, baik 1tu melalut kerjasama vang batk
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